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PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN SERTA MONITORING DAN
EVALUASI HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN

Mcoimbang

Mengingat

PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN TOBA SAMOSIR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TOBA SAMOSIR,

bahwa berdasarian Pasal 42 ayat (1) Peratusan Menter: Dalam Negeni
Nomor 32 Tahun 2011 teatang Pedoman Pemberisn Hibeh dan
Bantuan Sosial yang bersumber dani Anggaran Fendspatan dan Belanja
Dacrah, dipandang periu ditetapken Tata Cama Pengangganan,
Pelakanaan dan Penstauschaan, Pertanggungjawabaa dan Pelaporan
serta Monitoning dan Evaluasi Hideh dan Baotuan Sosial yang
bersumber dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daecrsh (APBD)
Kabupatea Toba Samosir;

bahiwa berdasarkan perumbaugan scdagnimana dimaksud peda huruf
a, petiu ditetapkan dengan Peraturan Bupati;

Undang ~ Undang Republik 'ndonesia Nomor 12 Tahun 1998 teatang
Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkst Il Toba Samosir dan
MM“MUMMNM(MNW
Repubdlik Indonesia Tahun 1998 Nomor 188, Tambaban Lembaran
Negars. Republik Icdonesia  Nomor 3794);

Undang ~ Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tegtang
Keoangan Negara (Lembaran Negama Republik Indounesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Repudlik Indonesia Nomor
4286);

Undang - Undang Repudlik Indosesia Nomor | Takun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negarn Republix lodonesia Tahun
2004 Nomor 5, Tambahan Lembamn Negara Republik Indonesia
Nomor 4355);

Undang ~ Undang Republik Indunesia Nomor 32 Tahun 2004 tenteng
Pemerintaian Dacrah (Lembaran Negara Republik Indonesis Tahun
2004 Nomor 125, Tambahen Lembaran Negars Republik Indonesia
Nomor 4437), sebagsimans telah beberapa kali diubah terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan Kedua Atas
Undang-Undang Nomor 32 Tebun 2004 tentang Pemerintahan Decrsh
(Lembaran Negara Repudlik Indonesia Tabun 2008 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

Undang-undang......../ 2
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Undang ~ Undang Republik. Indonesia Nomor 33 Tahun 2004’ tentang
Perimbangan Keuangan anara Pemerintah Pusat dan Pemerintaharc
Daerah (Lembaraa Negara Republik Indonesia Tahua 2004 Nomor
126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan  Perawran Perundang-undangan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tabun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 tahun 2005
Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah ( Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4572); .
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomer 6 Tahun 2006
tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/ Dacrah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembarar,
Negara Republik Indoncsia Nomor 4609); sebaga.mana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 tentang
Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang
Pengelolaan Barang Milik Negara’ Daerab (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 78, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4855) ;

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang
Pengadaan Barang/jasa Pemenintah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Dacrab, sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Peraturen Mgnteri Dalam Negeri Nomor
21 Tahun 2011 tentang Perubshan Kedua atas Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan
Keuangan Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang
Pedoman Pemberiarhibah dan Bantuan Sosial yang bersumber, dari
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

Perawwran Dacrah Kabupaten Toba Samosir Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah; 4

Peraturan Daerah Kabupaten Toba Samosir Nomor 2 Tahun 2008
tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Toba ' Samosir
(Lembaran Daerah Kabupaten Toba Samosir Tahun 2009 Nomor 2);
Peraturan Dacrah Kabupaten Toba Samosir Nomor 6 Tahun 2908
tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Ducrah (Lembaran
Dacrah Kabupaten Toba Samosir Tahun 2003 Nomor 6 Sen E
Nomor 4);

MEMUTUSKAN :

PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA
PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN,
PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPOKAN SERTA
MONITORING DAN EVALUASI HIBAH DAN BANTUAN
SOSIAL YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH XABUPATEN TOBA
SAMOSIR.



BAB 1
KETENTUAN UMUM

Bagiaa Pertama
Peagertian

Pasal |

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :
1.

2.
3.

1>

1.
2.
13,
14,

Is.

Pemenintah Dacrah adalah Bupoti Toba Samosis, dan perangkat dierab sebagap uasur
penyelenggara Pemenintah Dacrah, 0
Kepala Dacrah adalah Bupati Toba Samosir.

Dewan Perwakilan Rakyat Dacrah yang selanjutnya disiogkat DPRD adalsh Lembaga
Perwakilan Rakyat Dacrsh Kabupatcn Toba Samosir scbagai unsur penyelenggara
Pemenintah Dacrah,

Sckeetaris Dacrah adalah Sckretanis Dacrab Kabupaten Teba Samosir setaku Koordinator
Pengelolaxn Keuangan Daerah. e
xewmmmhhmmmmmwommm'
penyelenggarsan Pemerintah Daerah yang dapat dinilai Jengan uang termasuk
didalamnya segala bentuk Kekaysan yang berbubuagan dengau hak dao kewsjiban
Daceah Kabupaten Toda Samosir.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Dacreh yang selanjutnya disingkat APBD adalah
reacana Kevangan tahunan Pemernintah Dacrah yang didbahas dan disetujui bersama oleh
Pemenintah Daerah dan DPRD, dan ditetapkan Jengan Peraturan Daerah.

Pejabat Pengelols Kevangan Dacrab yang selanjutaya disingkat PPKD adalah Kepala
Satvan Kea pengelola keuangan daerah yaag mempunyai tugas melaksanakan
pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Beodahwra Umum Daerah,

Satuan Kena Pengelola Keuangan Dacrsh yang selanjutaya disingkat SKPKD adalah
perangkat dacrah pada Pemerintah Dacrah yang melaksanakan pengelolaan APBD,
Satuan K@Pmmmmmmmsmommw
dacrah selaku penguoa anggaran/ barmag.™

Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah tim yang
dibeotuk deogan Keputusan Kepala Daerab dan divimpin oleh Sekretanis Dacrah yang
mempunya fugas menyispkan serte melaksanakan kebijakan Kepals Daerah dalam
rangka peayusunan APBD yang anggotanya teedini dani pejabat pereacana daerah, PPKD
dan pejabat lainaya sesuai dengan kebutuhan,

Rencana Kena dan Anggaran PPKD yang selanjutnya disingkat RKA-PPKD adalah
rencana kerja dan anggaran Pejabat Pepgelola Keuangan Dacrah selaku Berdahany
Umum Dacrah, ‘
Rencana Kega dan Anggaran SKPD yang sclanjutnya disingkat RKA-SKPD adalah

?épgmmmmdmmwmym;beﬂ&mmkﬁmndumm
Dokumen Pelaksanasn Anggaran- PPKD yang selanjutnya disingkat DPA-PPKD
mecupakan dokumen pelaksanaan anggaran Pejabat Peagelola Keuangan Dacrah selaku
Bendahars, Umum Dacrah.

Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD ying selanjutnya disingkst DPA-SKPD
merupakan dokumen yang memuat pendapatan dan belanja setiap SKPD yang digunakan
sebagai dasar pelaksanaan oled pengguna anggaran,

Hibah adalah pembenian wangdarang atau jasa dan Pemerinah Dacrsh kepada
organisasi kemasyarakatan, yaog secam spesifik telah ditetapkan peruatukanaya, bersifat
tdak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus mencwus yang bertvjuan wntek
menunjang penyclenggaman urusan Pemerintah Dacrah,
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Bantuan sosial adalah pemberian bantuan berupa vang/barang dari Pemerintah Daerah
kepada individu, keluarga, kelompok dan/ atau masyarakat yang sifatnya tidak secara
terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya
resiko sosial,

Resiko sosial adalah kejadian stau peristiwa yang dapat menimbulkan potensi terjadinya
kerentanan sosial yang ditanggung oleh individu, keluarga, kelompok dan/atau
masyarakat sebagai dampak knisis sosial, krisis ¢konomi, krisis politik, fenomena alam
dan bencana alam yang jika tidak diberikan belanje bartuarn sosial akan semakin terpuruk
dan tidak dapat hidup dalam kondisi wajar.

Naskah Perjanjian Hibah Daerah selanjutnya disingkat NPHD adalah Nashah Perjanjian
Hibah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belarja Daerah antara Pemorintah
Dacrah dengan penerima hibah, )

Organisasi kemasyarakatan adalah organisasi yang dibentuk oleh anggota masyarakat
warga Negara Republik Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kegiatan, profesi,
fungsi, agama, dan kepercayaan terhadap Tuban Yang Maha Esa, untuk berperan serta
dalam pembangunan dalam rangka mencapai tujuan nasional dalam wadah Negara
Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila termasuk organisasi non
pemerintahan yang bersifat nasional dibentuk berdasarkan ketentuan Perundang-
undangan.

KUA dan PPAS adalah merupakan Kebijakan Umum Anggaran Prioritas dan Plafon
Anggaran Sementara yang disampaikan kepada TAPD untuk dibahas dan menjadi dasar

pencantum Alokasi Anggaran,

BAB Il
RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi pengangg wan, pelaksanaan dan |
pelaporan dan pertanggungjawaban serta memitoring dan evaluasi pembersn hibah" dan
bantoan sosial yang bersumber dari APBD.

(1
()

(1)
@)

3)

Pasal 3

Hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dapat berupa uang, barang atau jasa.
Bantuan sosial sebagaimara dimaksud dalam Pasal 2 dapat berupa uang atau barang.

BAB III
HIBAH
Bagian Kesatu
Umum

Pasal 4

Pemenntah Daerah dapat memberikan hibah sesuai kemampuan keuangan dacrah.
Pembenian  hibah  sebagaimana dimaksud pads ayat (1) dilakukaa setelah
memprioritaskan pemenuhan belanja urusan wajib.

Pemberian hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk menunjang
pencapaian sasaran program: dan kegintan Pemeriniah Daerah dengan memperhatikan
azas keadilan, kepatutan, rasionalitas, gan manfaat untux masyarakat,
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Pemberian hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memenuhi kriteria paling sedikit :

a. peruntukannya secara spes:fik telah ditztapkan;

b. tidak wajib, udakmng;kmdanudakmmmnseuapuhmmgmkecmh
ditentukan lain oleh Perundang-undangan; dan

¢. memenuhi persyzratan penerima hibah.

Pasal 5

Hibah dapat diberikan kepada :

a0 op

8))

(2)

(3

4)

)

Pemenintah;

Pemerintah dacrah lzinnya;
Pcrusahaan dacrah;
Masyarakat; dan/ atau
Organisasi kemasyarakatan,

Pasal 6

Hibah kepada Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a diberikan
kepada satwan kega dani kementerian/ lembaga pemerintah pon Xementenian yang
wilayah kerjanya berada dalam Kabupaten Toba Samosir.

Hibah kepada Pemerintah Daerah lainnya sebagaimana dimaksud daiam Pasal 5 huruf b
diberikan kepada daerah otonom baru hasil pemekaran daerah sebagaimana diamanatkan
Peraturan Perundang-undangan.

Hibah kepada perusahaan daerah scbagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf ¢ diberikan
kepada Badan Usaha Milik Daerah dalam rangka penerusan hibah yang diterima
Pemenntah Daerah dari pemerintah sesuai dengan ketentugn Peraturan Perundang-
undangan.

Hibah kepada masyarakat scbagaimana dimaksud dalam Pasal 5 hurul d diberikan
kepada kelompok orang yang memiliki kegiatan tertentu dalam bidang perekonomian,
pendidikan, kesehatan, keagamaan, adat istiadat, dan keolahragaan non-profesional.
Hibah kepada organisasi kemasyarakatamsebagaimana dimaksud dalam Pasal $ huruf ¢

" “diberikar. kepada organisasi kemasyarakatan -yang dibertuk berdasarkan Peraturan

Perundang-undangan.
Pasal 7

(1) Hibah kepada masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4) diberik

dengan persyaratan paling sedikit:
a. memiliki kepengurusan yang jelas; dan
b. berkedudukan dalam wilayah Kabupaten Toba Samosir.

(2) Hibah kepada organisasi kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (S5)

diberikan dengan persyaratan paling sedikit:

a. telah terdaftar pada Pemerintah Dezerah Kabupaten Toba Samosir sekurang-
kurangnya 3 tahun, kecuali ditentukan lain oleh Peraturan Perundang-undangan;

b. berkedudukan dalam wilayah Kabupaten Toba Samosir; dan

¢. memiliki sekretariat tetap.

Bagian kedua

Penganggaran
Pasal 8

(1) Pemerintah, pemerintah daerah lsinnya, perusabhaan dacrah, masyarakat dan organisasi

kemasyarokatan dapat menyampaikan usulan hibah secara tertulis kepada Kepala
Daerah.



(2)
&)
(4)

Q)

(2

9]
)
(3)

8y
(2

(€ 0

(1)
)

M
(2)

3

mopo o

3

Kepala Dacrah menunjuk SKPD terkait untuk melakukan evaluasi usvlan scbaga.imana
dimaksud pada ayat (1).

Kepala SKPD terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyampaikan hasil evaluasi
berupa rekomendasi kepada Kepala Daerah melalui TAPD.

TAPD memberikan pertimbangan atas rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
sesuai dengan prionitas daa kemampuan keuangan daerah,

Pasal 9

Rekomendasi kepala SKPD dan pertimbangan TAPD sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 8 ayat (3) dan ayat (4) menjadi dasar pencantuman alokasi anggaran hibah dalam
rancangan KUA dan PPAS.

Pencantuman alokasi anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi anggaran
hibah berupa uang,barang,dan/ atau jasa.

Pasal 10

Hibah berupa uang dicantumkan dalam RKA-PPKD.

Hibah berupa barang atau jasa dicantumkan dalam RKA-SKPD.

RKA-PPKD dan RKA-SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) merjadi
dasar penganggaran hibah dalam APBD sesuai peraturan Perundang-undangan,

Pasal 11

Hibah berupa uvang dianggarkan dalam kelompok belanja tidak langsung, jenis Selanja
hibah, objek dan rincian objek belanja berkenaan pada PPKD.

Hibah berupa barang . atau jasa dianggarkan dalam kelompok bclanja yang
diformulasikan kedalam program dan kegiatan, yang diuraikan kedalam jenis belanja
barang dan jasa, objek belanja hibah barang dan j jasa berkenaan kepada pihak ketiga/
masyarakat, dan rincian objek belanja barang dan jasa kepada pitak ketigd berkenan
kepada SKPD. .
Rincian ob_;ek belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dxantum'mu
nama pencrima dan besaran hibah.

Bagian Ketiga
Pelaksanaan dan Penstansshaan

Pasal 12

Pelaksanaan anggaran hibah berupa vang berdasarkan atas DPA-PPKD.
Peluksanaan anggaran hibah berupa barang atan jasa berdasarkan atas DPA-SKPD.

Pasal 13

Sectiap pemberian hibah dituangkan dalam NPHD yang ditandatangani bersama oleh
Kepala Dacrah dan penerima hibah.

NPHD scbagummdmbudpﬁaayat\l) paling sedikit memuat ketentuan mengenai:
pemberi dan penerima hibah;

tijuan pemberian hibah;

besaran/rincian penggunaan hibah yang akan diterima;

hak dan kewajiban;

tata cara penyaluran/penyerahan hibah; dan

tata cara polaporan hibah.
Kem!aDaaahdammumukpqabmm&bmwcwmmmkmcnmdmmm
NPHD.
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. Pasal 14
(1) Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk menetapkan daftar penerima hibah beserta o
besaran uang atau jenis barang atau jasa yang akan dihibahkan dengan Keputusan; Kepala

Daerah berdasarkan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah

tentang penjabaran APBD.

(2) Daftar penerima hibah sebagaimana dimaksud pada =ayat (1) menjadl dasar
penyaluran/penyerahan hibah.

(3) Penyaluran/penyerahan hibah dari Pemerintah Daerah kepada penerima hibah dilakukan
setelah penandatanganan NPHD.

(4) Pencairan hibah dalam bentuk uang dilakukan dengan mekanisme pembayaran langsung

(LS).

(5) Pencairan hibah dengan cara pembayaran langsung (LS) sebagaimana dimaksud pada

ayat (4) dilakukan setelah penerima hibah menyerahkan kelengkapan berkas yang terdiri

dari :

a. Surat permohonan pencairan hibah yang ditujukan kepada Kepala Daerah atau
Pejabat yang ditunjuk.
Pakta integritas.

Nomor Rekening Bank.
Susunan Kepengurusan bagi masyarakat penerima hihah.

Bukti telah terdaftar pada Pemerintah Kabupaten Toba Samosir bagi organisasi
kemasyarakatan.

Bukti telah memiliki sekretariat tetap bagi organisasi kemasyarakatan.

® a0 o

-

Pasal 15

Pengadaan barang dan jasa dalam rangka hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1)
berpedoman pada Peraturan Perundang-undangan.

—

Bagian Keempat
Pelaporan dan Pertanggungjawaban

Pasal 16 e
(1) Penerima hibah berupa vang menyampaikan laporan penggunaan hibah kepada Kepala
Daerah melalui PPKD dengan tembusan SKPD terkait. =

(2) Penerima hibah berupa barang ateu jasa menyampaikan laporan penggunaan ' ,hxbah
kepada Kepala Daerah melalui SKPD terkait.

Pasal 17

(1) Hibah berupa uang dicatat sebagai realisasi jenis belanja hibah pada PPKD dalam tahun
anggaran berkenaan.

(2) Hibah berupa uang atau jasa dicatat sebagai realisasi objek belanja hibah pada jenis
belanja barang dan jasa dalam program dan kegiatan pada SKPD terkait.

Pasal 18

Pertanggungjawaban Pemerintah Daerah atas pemberian hibah meliputi :
a.  Usulan dari calon penerima hibah kepada Kepala Daerzh;

b. Keputusan Kepala Daerah tentang penetapan dalar penenma hibak;
c. NPHD;
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Pakta integritas dari penerima hibah yang meuyatakan bahwa hibah yang dltcnma akan
digunakan sesuai dengan NPHD; dan e s
Bukti transfer uang atas pemberian hibah berupa uang atau bukti serah terima barang/
jasa.

Pasal 19

Penerima hibah bertanggung jawab secara formal dan miaterial atas penggunaan hibah

yang diterimanya.

Pertanggungjawaban penerima hibah meliputi :

a. Laporan penggunaan hibah;

b. surat pernyataan tanggung jawab yang menyatakan bahwa hibah yang diterima telah
digunakan sesuai NPHD; dan

¢. bukti-bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sesvai Peraturan Perundang-undangan
bagi peneruna hibah berupa uang atau salinan bukti serah terima barang/jasa bagi
penerima hibah berupa barang/jasa.

Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b

disampaikan kepada Kepala Daerah paling lambat tanggal 10 bulan Januari tahun

anggaran berikutnya, kecuali ditentukan lain sesuai Peraturan Perundang-undangan.

Pertanggungjawaban sebagmmana dimaksud pada ayat (2) huruf c disimpan dan

_dipergunakan oleh penerima hibah selaku objek pemeriksaan.

Pasal 20

Realisasi hibah dicantumkan pada laporan keuangan Pemerintah Daerah dalan tahun
anggaran berkenaan.

Hibah berupa barang yang belum diserahkan kepada penerinta hibah sampai dengan
akhir tahun anggaran berkenaan dilaporkan sebagai persediaan dalam neraca.

Pasal 21

—

(1>~ Realisasi hibah berupa uang dan/atau jasa -dikonversikan sesuai standar akuntansi

@

(0
@

Pemerintah pada laporan realisasi anggaran dar diungkapkan pada catatan atas laporan
keuangan dalam penyusunan laporan keuangan Pemerintah Daerah.

Format konversi dan pengungkapan hibah berupa barang/jasa sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) tercantum pada lampirar: Peraturan Bupati ini.

BAB IV
BANTUAN SOSIAL
Bzgian Kesatu
Umum

Pasal 22

Pemerintah Daerah dapat memberikan bantuan sosizl kepada anggota/kelompok
masyarakat sesuai kemampuan keuangan daerah.

Pemberian bantuan sosial sebagaimana diinaksud pada ayat (1) dilakukan setelah
memprioritaskan pemenuhan belanja urusan wajib dengan memperhatikan azas keadilan,
kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat.
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Pasal 23

Anggota/kelompok masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) meliputi :
a.  Individu, keluarga, dan/ atau masyarakat yang mengalami keadaan yang tidak stabil
sebagai akibat dari krisis sosial, ekonomx, politik, bencana, atau fenomena alam agar
“~~dapat memenuhi kebutuhan hidup minimum.
b. Lembaga non pemerintahan hidang pendidikan, keagamaan, dan bidang lain yang
berperan untuk melindungi individu, kelompok, dan masyarakat dari kemungkinan
terjadinya resiko sosial.

Pasul 24

(1) Pemberian bantuan sosial sebagaimana dimaksud -dalara Pasal 22 ayat (1) memenuhi

kriteria paling sedikit :

a. selektif;

b. memenuhi persyaratan penerima bantuan;

c. bersifat sementara dan tidak terus menems, kecuali dalam keadaan tertentu dapat
bcrkcla.njutan -

d. sesuai tujuan penggunaan.

(2) Kriteria selektif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diartikan bahwa bantuan
sosial hanya diberikan kepada calon penerima yang ditujukan untuk melindungi dari
kemungkinan resiko sosial.

(3) Kiriteria persyaratan penerima bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b
meliputi:

a. memiliki identitas yang jelas; dan
b. berdomisili dalam wilayah Kabupaten Toba Samosir.

(4) Kniteria bersifat sementara dan tidak terus menerus sebagaimana dImaksud pada ayat,(1) °
huruf ¢ diartikan banwa pemberian bantuan sosial tidak wajib dan tidak harus dlbenkan
setiap tahun anggaran.

(5) Keadaan tertentu dapat berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c
diartikan bahwa bantuan sosial dapat diberikan setiap tahun anggaran sampai penerima

~ ~bantuan telah lepas dari resiko sosial.

(6) Kriteria sesuai tujuan penggunaan sebagaimana dlmaksud pada ayat (1) huruf d bahwa
tujuan pemberian sosial meliputi:

rehabilitasi sosial;

perlindungan sosial;

pemberdayaan sosial;

jaminan sosial;

penanggulangan kemiskinan; dan

penanggulangan bencana.

e a0 o

Pasal 25

(1) Rehabilitasi sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (6) huruf a ditujukan
untuk memulihkan dan mengembangkan kemampuan seseorang yang mengalami
disfungsi sosial agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar.

(2) Perlindungan sosial scbagannana dimaksuvd dalam P‘sal 24 ayat (6) huruf b ditujukan
untuk mencegah dan menargani resiko dari guncangan dan kerentanan sosial seseorang,
keluarga, kelompok masyarakat agar kelangsungan hidupnya dapat dipenuhi sesuai
dengan kebutuhan dasar minimal.

(3) Pemberdayaan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (6) huruf ¢ ditujukan
untuk menjadikan seseorang atau kelompok masyarakat yang mengalami masalah sosial
mempunyai daya, schingga mampu memenuhi kebutuhan dasarnya.

Jaminan sosial....... J10,
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Jaminan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (6) huruf d merupakan skema
yang melembaga untuk menjamin penerima bantuan agar dapat memenuhi kebutuhan
dasar hidupnya yang layak.

Penanggulangan kemiskinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal .24 ayat (6) hmuf e
merupakan kebijakan, program, dan kcgl'nan yang dilakukan terhadap orang, keluarga,
kelompok masyarakat yang tidak mempunyai atau memp\mym sumber mata pencaharian
dan tidak dapat memenuhi kebutuhan yang layak bagi kemanusiaan.

Penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 2yat (6) huruf f
merupakan serangkaian upaya yang ditujukan untuk rehabilitasi.

Pasal 26

Bantuan sosial dapat berupa uang atau barang yang diterima langsung oleh penerima
bantuan sosial. .

Bantuan sosial berupa uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah uang yang
diberikan secara langsung kepada penerima seperti beasiswa bagi anak miskin, yayasan
pengelola yatim piatu, nelayan miskin, masyarakat lanjut usia, terlantar, cacat berat dan
tunjangan keschatan putra putri pahlawan yang tidak mampu. -

Bantuan sosial berupa barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah barang yang
diberikan secara langsung kepada penerima seperti bantuan kendaraan operasional untuk
sekolah luar biasa swasta dan masyarakat yang tidak mampu, bantuan perahu untuk
nelayan miskin, bantuan makanao/pakaian kepada yatim piatw/tuna sosial, tevnak bagi
kelompok masyarakat kurang mampu.

Bagian Kedua
Penganggaran

Pasal 27

Anggota/kelompok masyarakat menyampaikan usulan tertulis kepada Kepala Daerah.

(2) ~Kepala Daerah menunjuk SKPD terkait untuk melakukan evaluasi usulan tcnuhs‘

3)
4

)
@
)

(2)
3)

sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Kepala SKPD terkait sebagaimaua dimaksud pada ayat (2) menyampaikan hasil eva.luas1
berupa rekomendasi kepada Kepala Daergi melalui TAPD.

TAPD memberikan pertimbangan atas rekomendasi sehagaimana dimaksud pada ayat (3)
sesuai dengan prioritas dan kemampuan keuargan daerah.

Pasal 28 -

Rekomendasi kepala SKPD dan pertimbangan TAPD sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 27 ayat (3) dan ayat (4) menjadi dasar pencantuman alokasi anggaran bantuan
sosial dalam rancangan KUA dan PPAS.

Pencantuman alokasi anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi anggaran
bantuan sosial berupa uang dan/ atau barang.

Pasal 29

Bantuan sosial berupa uang dicantumkan dalam RKA-PPKD.

Bantuan sosial berupa barang dicantumkan dalam RKA-SKPD.

RKA-PPKD dan RKA-SKPD sebagaimana dimaksud peda ayat (1) dan ayat (2) men]adx
dasar penganggaran bantuan sosial dalam APBD sesuai Peraturan Perundang-undangan.
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Pasal 30

Bantuan sosial berupa uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) dianggarkan
dalam kelompok belanja tidak langsung, jenis belanja bantuan sosial, objek, dan rician
objek belanja berkenaan pada PPKD.

Bantuan sosial berupa barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2)
dianggarkan dalam kelompok belanja langsung yang diformulasikan kedalam program
dan kegiatan, yang diuraikan kedalam jenis belanja barang dan jasa, objek belanja’
bantuan sosial barang berkenaan yang akan diserahkan kepada pihak ketiga/masyarakat,
dan rincin objek belanja bantuan sosial barang yang akan diserahkan pibak
ketiga/masyarakat berkenaan pada SKPD

Dalam rincian objek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dicantumkan
nama penerima dan besaran bantuan sosial.

Bagiaa ketiga
Pelaksanaan dzn Panatausahaan

Pasal 31

Pelaksanaan anggaran bantuan sosial berupa uang berdasarkan atas DPA-PPKD.
Pelaksanaan anggaran bantuan sosial berupa barang berdasarkan atas DPA-SKPD

Pasal 32

Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk menetapkan daftar penerima dan besaran
bantuan sosial dengan Keputusan Kepala Daerah berdasarkan Peraturan Daerah tentang
APBD dan Peraturan Kepala Daerah t g penjabaran A®BD.

Penyaluran/penyerahan bantuan sosial didasarkan pada daftar penerima bautvan sosial
yang tercantum dalam Keputusan Kepala Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
Pencairan bantuan sosial berupa vang dilakukan dengan cara pembayaran langsung (LS).

(4) "Dalam hal bantuan sosial berupa uang dengan nilai sampai dengan Rp. 5.000.000,00

&)
(6)

eno

(lima juta rupiah) pencairannya dapat dilakukan melalui mekanisme tambah uang (TU).
Penyaluran dana bantuan sosial kepada penerima bantuar sosial sebagaimana dimaksud
pada ayat (4) dilengkapi dengan kuitansi bukti penerimaan vang bantuan sosial.
Pencairan bantuan sosial dengan cara pembayaran langsung (LS) sebagaimana dimaksud
pada ayat (5) dilakukan setelah penerima bantuan sosial menyerahkan kelengkapan
berkas yang terdiri dari :

a. Surat permohonan pencairan bantuan sosial yang ditujukan kepada Kepala Daerah
atau Pejabat yang ditunjuk.

Pakta Integritas.

Rekening Bank.

Identitas.

Pasal 33

Pengadaan barang dan jasa dalam rangka bantuau sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3
ayat (2) berpedoman pada Peraturan Psrundang-undangan.
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. . Bagian keempat
Pelaporan dan Pertanggungjawaban

Pasal 34

Penerima bantuan sosial berupa uang menyampaikan laporan penggunaan bantuan sosial
kepada Kepala Daerah melalui PPKD dengan tembusan kepada SKPD tekait.
Pencrimaan bantuan sosial berupa barang menyampaikan laporan penggunaan bantuan
sosial kepada Kepala Daerah melalui kepala SKPD terkait.

Pasal 35

Bantuan sosial berupa uang dicatat sebagai realisasi jenis belanja bantuan sosial pada
PPKD dalam tahun anggaran berkenaan.

Bantuan sosial berupa barang dicatat sebagai realisasi objek belanja bantuan sosial pada
jenis belanja barang dan jasa dalam program dan kegiatan pada SKPD terkait.

Pasal 36

Pertanggungjawaban Pemerintzh Daerah atas pemberian bantuan sosial meliputi :

a.
b.
c.

d.

(N
@)

(3)

@

)
)

Usulan dari calon penerima bantuan sosial kepada Bugati;

Keputusan Bupati tentang penetapan daftar penerima bantuan sosial;

Pakta integritas dari penerima bantuan sosial yang menyatakan bahwa bantuau sosial
yang diterima akan digunakan sesuai dengan usulan; dan

Bukti wansfer/ penyerahan uang atas pemberian bantuan sosial berupa uang atau bukti
serah terima barang atas pemberian bantuan sosial berupa barang.

Pasal 37

Penerima bantuan sosial bertanggung jawab secara formal dan material atas penggiumaan’

bantuan sosial yang diterimanya, -~

Pertanggungjawaban penerima bautuan sosial meliputi :

a. Laporan penggunaan bantuan sosial oleb penerima bantuan sosial;

b. surat pemyataan tanggung jawab yang menyatnkan bahwa bantuan sosial yang
diterima telah digunakan sesuai dengan usulan; dan

¢. bukti-bukti pengeluarar: yang lengkap dan sah sesuai Peraturan Perundang-undsngan
bagi penerima bantuan sosial berupa uang salinan atau bukti serah terima barang
bagi bantuan sosia! berupa barang. -

Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b

disampaikan kepada Kepala Daerah paling lambat tanggal 10 bulan Januar tahun

anggaran berikutnya, kecuali ditentukan lain sesuai Peraturan Perundaug-undangan.

Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf ¢ disimpan dan

dipergunakan oleh penerima bantuan sosial selaku obyek pemeriksaan.

Pasal38

Realisasi bantuan sosial dicantumkan pada laporan keuangan Pemerintah Daerah dalam
tahun anggaran berkenaan. . )

Bmmwﬁdbaupabamgyangbdmdbathkmkcpadammbanmmd
sampai dengan akhir tahun anggaran berkenaan dilaporkan sebagai persediaan dalam

_ncraca.
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" Pasal 39

(1) Realisasi bantuan sosial berupa barang dikonversikan sesuai Sfull
pemerintah pada laporan realisasi anggaran dan diungkapkan pada cataf#fje
keuangan Pemernintah Daerah. .

°(2) Format konversi dan pengungkapan bantuan sosial berupa barasg sebagaimatitsm
pada ayat (1) tercantum pada lampiran Peraturan Bupati ini. e

EABV
MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 40

(1) SKPD terkait melakukan monitoring dan eveiuasi atas pemberian hibah dan bantuan
sosial.

(2) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada
Kepala Daerah dengan tembusan kepada SXPD yang nrempunyai tugas dan fungsi
pengawasan. : i

Pasal 43

Dalam hal hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (2)
terdapat penggunaan hibah atau bantuan sosial yang tidak sesuai dengan usulan yang telah
disetujui, penerima hibah atau bantuan sosial yang bersangkutan dikenakan sarksi sesuai
dengan Peraturan Perundang- undangan.

BAE VI
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 42

Hal-hal yang belum cukup diatur mengenai tata cara penganggarin, pelaksansan dan
penatausahaan, pertanggungjawaban dan pelaporan serta monitoring dan evaluasi hibah dan
bantuan sosial dalam Peraturan Bupati ini akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala
Daerah.

BAB VII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 43

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini :

a. Pembenian hibah dan bantuan sosial untuk Tahun anggaran 2011 tetap. dapat
dilaksanakan sepanjang telah dianggarkan dalam APBD/Perubaban APBD tahun®
anggaran 2011. :

b. Penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban serta ™
monitoring dan evaluasi pemberian hibah dan bantuan sosial mulai tahun anggaran 2012
berpedoman pada Peraturan Bupati in:.

Pasal 44............/14
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Pasal 44

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Nomor 48 Tabun 2
tentang Tata Cara Pemberian Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggarun Pendapatan, dih

Qelanja Daerah (APBD) Kabupaten Toba Samosir dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi. - '
BAB VII g
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 44
Peraturan Bupati ini berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar sctiap orang dapat mengetahuinyz memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati un 3
dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Toba Samosir.

Ditetapkan di Balige , .
pada tanggal 12 GUis0e 2011

BUPATI TOBA SAMOSIR

Capsdto

”
~

PANDAPOTAN KASMIN SIMANJUNTAK

Diundangkan di Balige
pada tanggal |2 G&fu@a 2N

-

SBKRETARIS DAERAH KABUPATEN
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} G, MM.Biztel
IBINA UTAMA MUDA
IP. 19570115 198003 1002
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